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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka dapat 

dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : Dalam memutus perkara pembunuhan 

berencana, pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan 

Negeri Sleman dan Hakim Pengadilan Negeri Kediri dalam menjatuhkan putusan  

sudah tepat dan rasional, karena pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut tidak 

hanya melihat dari satu sisi saja.  

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan antara lain terdiri dari 

pertimbangan yuridis yang berupa keterangan para saksi, alat-alat bukti, motif 

pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan, cara-cara melakukan tindak pidana 

pembunuhan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan ada unsur 

direncanakan atau tidak, pertimbangan-pertimbangan lain yakni pertimbangan 

sosiologis, yang berupa pertimbangan hakim dengan melihat pada reaksi 

masyarakat atau soial, serta pertimbangan terhadap korban dan keluarga korban, 

dan juga pertimbangan terhadap terdakwa dilakukan dengan melihat pada apa 

yang menjadi motif terdakwa melakukan tindakan pembunuhan berencana, 

pertimbangan terhadap terdakwa tersebut juga dilakukan dengan melihat pada hal-

hal yang meringankan bagi terdakwa.  
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B.  Saran 

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dalam rangka 

mewujudkan keadilan dalam hal hakim menjatuhkan putusan dalam perkara 

tindak pembunuhan berencana, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya hendaknya Hakim selalu berpegang 

teguh  pada kebenaran dan keadilan yang didasarkan pada kode etik dan 

peraturan perundang-undangan yang ada serta Hakim dalam penegakan hukum 

yang lain hendaknya dapat tercipta hubungan yang selaras dan saling 

menunjang satu sama lain sehingga kendala yang ada dapat teratasi semaksimal 

mungkin. 

2. Perlu ditetapkan suatu standar minimum pidana bagi Hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana jika 

ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut, 

sehingga didapat putusan pidana yang tepat dan adil atau serasi atau sesuai 

serta memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, baik pelaku, korban, maupun 

masyarakat. 
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